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BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMEI
BUPATI MERANGIN

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah
belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan

atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang
bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat ( 2 ) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada
huruf a berupa uang yang besarnya disesuaikan
dengan standar harga setempat;

c. bahwa Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun
2013 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Merangin, sudah tidak sesuai lagi

dengan kondisi sekarang schingga perlu ditinjau
ltembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka
perlu  menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten
Merangin.



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telal: diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

U:adang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S5568) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat  Daerah (Lembaran Negara



10.

11.

12.

13.

14,

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383,

Tarmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5650);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Takun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimoinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonésia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintan Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4767);



Menetapkan

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri .Nomor 52 Tahun
2015  tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2051 Nomor 903);

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Merangin Talhun 2008 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
yang menjadi kewenangan Kabupaten Merangin

(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun
2008 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5
Tawun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten
Merangin Takun 2008 Nomor 26});

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 84);

. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Peraturan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 86);

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MERANGIN. :

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Merangin.

Pemerintah Dacrah adalah Bupati beserta Perangkat

Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.




3. Bupati adalah Bupati Merangin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Merangin.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil
Ketua DPRD.

6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan
keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah

mengucapkan sumpzah/janji berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

7. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan
setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD,
karena Pemerintah Kabupaten Merangin belum
dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan
dan Anggota beserta perlengkapannya.

Pasal 2

Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD dengan tujuan untuk mendukung

peningkatan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang
DPRD.

Pasal 3

(1) Peinerintah Kabupaten Merangin memberikan
Tunjangan Perumahan kepada 35 (tiga puluh lima)

orang Anggota DPRD Masa keanggotaan Tahun
2014-2019.

(2) Tanjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dalam bentuk wuang dan
dibayarkan setiap bulan serta dikenakan pajak

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 4 .

Pembayaran Tunjangan Perumahan dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal §

Pembayaran tunjangan perumahan, dilakukan secara
Lumpsum melalui kelompok Belanja Tidak Langsung.

Pasal €

Bagi Pimpinan dan Anggcta Dewan yang telah

mendapatkan fasilitas rumah jabatan, maka tidak
diberikan tunjangan perumahan.



Pasal 7

(1) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD adalah scbagai berikut:

a. Tunjangan Perumahan bagi Ketua DPRD sebesar
Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu
rupiah) per bulan;

b. Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua DPRD
sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)
per bulan per orang; dan

c. Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD
sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima
ra*us vibu rupiah) per bulan per orang.

(2) Pemberian Tunjangan Pcrumahan sebagaimana

dimaksud ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan
Januari 2016.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan
Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2013 Nomor 15) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ©

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati ini  dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Merangin.

Ditetapkan di Bangko

/q'/ “P}ia”q“tanggalﬂf November 2015
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Diundangkan di Bang}ko

Pada tanggal -14 November 2015
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MERANGIN




